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ABSTRAK
Penelitian ini diawali oleh munculnya masalah kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung yang belum optimal. Oleh karena itu, focus penelitian ini diarahkan pada permasalahan mengapa kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung belum optimal.
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pada  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat . 
Adapun pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  kualitatif melalui metode deskriptif. Sedangkan  data dan informasi diperoleh dari narasumber yang didukung dengan  dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dokumen dan studi literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahapan, yakni  (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi
Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum berkualitas. Artinya pelayanan kesehatan tersebut belum  sepenuhnya menerapkan prinsip Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak puas atas layanan yang diberikan.
Kata Kunci : Kualitas pelayanan public, optimal, kepuasan masyarakat
I. Latar Belakang Penelitian


Persoalan strategis dan pentingnya pelayanan publik dalam dunia pemerintahan merupakan sesuatu yang mendasar, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, agar masyarakat bisa menjalani suatu kehidupan yang wajar. Pemerintah dibentuk, tidaklah untuk melayani dirinya sendiri tetapi harus melayani masyarakat atau publik. Pemerintah harus mempunyai kinerja yang baik dalam rangka menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah dituntut untuk mengetahui dinamika dari keinginan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan kepada publik (sense of public service). Kualitas pelayanan publik yang baik akan menghasilkan dan menumbuhkan kegairahan publik dan bukan menjadi beban masyarakat. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang super cepat seperti sekarang ini, permintaan pelayanan publik harus semakin meningkat, baik terhadap kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini juga dengan semakin meningkatnya akan kesadaran masyarakat akan tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat itu sendiri.


Pelayanan publik yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat antara lain adalah pelayanan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan dasar meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kebutuhan pokok masyarakat.


Urusan kesehatan adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta individu maupun masyarakat. Apapun peran yang dimainkan pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang akan tercapai. Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.  


Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan terjangkau mengandung arti bahwa salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjadi tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyelengaraan pelayanan kesehatan tidak hanya oleh pemerintah, melainkan juga mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat dan berbagai potensi swasta.


Undang undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa tujuan undang undang ini antara lain  memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan serta   mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian menjadi hak fundamental setiap masyarakat. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk melindungi kesehatan warganya dengan memberikan jasa pelayanan kesehatan.


Akibat arus globalisasi dan derasnya arus informasi pemasaran jasa pelayanan kesehatan, menyebabkan tumbuhnya kesadaran  masyarakat terhadap standar jasa pelayanan kesehatan. Mereka menjadi sangat selektif dalam memilih jasa pelayanan serta menginginkan pelayanan kesehatan yang prima, berkualitas tinggi dan harga yang efisien. Masyarakat juga menuntut kemudahan dari rumah sakit sebagai salah satu jasa pelayanan kesehatan. Rumah  sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang berbelit belit, biaya mahal dan memberikan kualitas pelayanan yang tidak bermutu tentunya akan ditinggalkan oleh masyarakat sebagai pelanggan.


Dewasa ini semua rumah sakit berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pasiennya. Demikian pula dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terbaik guna memberikan kepuasan bagi masyakata. Hal ini sesuai dengan visinya yaitu “Terwujudnya Rumah Sakit Prima yang Berwawasan Pendidikan”. 


Instalasi yang memberikan pelayanan langsung terhadap pasien di lingkungan RSUD Kota Bandung, salah satunya dilaksanakan oleh Instalasi Gawat Darurat (IGD). Instalasi Gawat Darurat merupakan salah satu unit layanan medik yang harus mampu menjadi ujung tombak kegiatan layanan kesehatan rumah sakit. Secara fungsional IGD mempunyai tugas untuk menanggulangi kegawatdaruratan atau darurat medik. 


Dilihat dari sisi waktu, IGD memberikan pelayanan kesehatan paling awal pada pasien dengan ancaman kematian dan kecatatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai dsiplin ilmu. Karena fungsi dari tindakan/kegiatan yang dilakukan di instalasi ini untuk mengurangi ancaman kematian dan kecatatan, maka kegiatan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama dan ras dari pasiennya. 


Sehubungan dengan hal tersebut, maka instalasi ini sangat potensial dalam memberikan layanan serta cerminan atau gambaran umum pertama peran rumah sakit bagi lingkungannya. Karenanya dapat disebut pintu terdepan dari layanan rumah sakit terhadap masyarakat. Dengan demikian kinerja instalasi ini harus menjadi perhatian sebuah rumah sakit.


Hasil observasi menunjukkan adanya fenomena yang menunjukkan belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung. Hal ini tercermin dari hasil survey kepuasan masyarakat yang disebarkan kepada pasien/keluarga pasien yang dilakukan oleh Seksi Mutu Bidang Program dan Pemasaran RSUD Kota Bandung. Berdasarkan rekapitulasi survey kepuasan di IGD RSUD Kota Bandung pada triwulan IV Tahun 2019 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 75,79 dengan mutu pelayanan C. Dengan demikian, kinerja pelayanan kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dinilai Kurang Baik.  


Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis dengan topik/judul “Kualitas Pelayanan Kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”.

II. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode penelitian ini ditujukan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan melukiskan secara akurat sifat dan tindakan dari fenomena kelompok maupun individu pada tataran empirik. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap, bagaimana persepsi atau pandangan aparat dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)  yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penekanan pada pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fokus penelitian ini diarahkan untuk mengungkap proses dan menemukan makna pelayanan kesehatan terkait dengan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang diberikan oleh aparat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Argumentasi di atas, dikuatkan oleh pendapat Strauss and Carbin dalam Sukidin (2003:1) yang menandaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong, (1995:3) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan data.

III. Landasan Teori
3.1. Lingkup Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan sering dikaitkan dengan suatu kegiatan maupun tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitannya kebijakan mudah dipahami jika seringkali dihubungkan dengan pengertian politik. Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.


Kebijakan publik, dilihat dari prespektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (public Values). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan public adalah alat untuk :

1. Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan.

2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan public yang buruk

3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor

4. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang, perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan.

Berikut beberapa pengertian menurut para ahli. Pengertian kebijakan menurut Anderson dalam Islamy (2003:17) dalam bukunya prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertentu.”

Pendapat Rasastaya yang dikutip Islamy ( 2002:17 ) dalam bukunya prinsip-prinsip kebijaksanaan negara mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan tujuan yang diinginkan

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

3.2. Esensi dan Konsep Pelayanan Publik


Pelayanan publik pada prinsipnya meruapakan suatu proses penyediaan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh institusi publik (pemerintah pusat/daerah) sesuai dengan jenis layanan yang diberikan, baik menyangkut pelayanan barang, jasa maupun pelayanan administratif. Itulah sebabnya kemudian institusi publik berkewajiban untuk menyediakan layanan publik secara optimal, sejalan dengan tuntutan, dinamika, dan kebutuhan masyarakat.


Sejalan dengan konteks di atas, Moenir (2003;16) mendefinisikan pelayanan sebagai “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Pengertian tersebut mencerminkan bahwa pelayanan mengandung sejumlah proses aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Dengan perkataan lain ada pihak-pihak yag meberikan layanan dan ada pihak yang dilayani layanan sesuai kebutuhannya. Sinergisitas kedua pihak inilah yang kemudian melahirkan proses pelayanan publik.


Pelayanan publik merupakan salah satu aspek krusial dan menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan pelaksanaan manajemen publik. Dengan perkataan lain, tingkat keberhasilan pelaksanaan manajemen publik yang diselenggarakan oleh institusi publik (pemerintah), akan tercermin salah satunya dari pelayanan publik. Manifestasi keberhasilan tersebut dapat dicermati dari adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kontek inilah kemudian penyedia layanan publik (pemerintah) dituntut untuk menghadirkan sebuah produk pelayanan yang tidak saja dapat memuaskan masyakat, tetapi juga juga memberikan pelayanan publik secara mengesankan.


Sejalan dengan konteks di atas Gonroos (1990;27) menterjemahkan pelayanan sebagai berikut:

 “suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yng terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perubahan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan”.

 
Kendatipun pengertian ini cenderung berorientasi pada organisasi perusahaan, namun esensi pelayanan tersebut pada intinya bersentuhan dengan bagaimana menghadirkan sebuah produk layanan yang dapat memecahkan permasalahan publik (masalah masyarakat). Oleh karena itu konsep di atas, sesungguhnya dapat diadaptasi oleh institusi publik dalam rangka memenuhi pelayanan publik, sehingga diharapkan dapat memuaskan masyarakat.


Sementara esensi pelayanan yang menyentuh pada kepuasan masyarakat dikemukakan  oleh Sampara (2000;6) yang menterjemahkan pelayanan sebagai “kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Pengertian tersebut mencerminkan bahwa produk layanan yang diberikan penyedia layanan tidak saja mebutuhkan interaksi secara sinergi, tetapi juga harus mampu menyediakan layanan yang dapat memuaskan pengguna layanan atau masyarakat. 


Dilihat dari perspektif administrasi publik, Sedarmayanti (2009:243) menandaskan bahwa “pelayanan mengandung makna melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara”. Pandangan semacam ini mencerminkan bahwa aparatur sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsi administrasi negara memiliki potensi yang sangat strategis dalam menterjemahkan konsep pelayanan publik, sehinggga masyarakat memperoleh bantuan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam konteks ini perlu disadari sepenuhnya bahwa aparatur pemerintah memilki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat Toha (2002:23) yang menandaskan bahwa “pelayanan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau institusi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan”. Itu sebabnya seorang aparatur perlu memahami esensi pelayanan publik secara komprehensif agar pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi hanya sebatas memenuhi prosedur atau menggugurkan kewajiban undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek subtantif dari pelayanan yang diberikan.
3.3. Berbagai Pendekatan dan Parameter Kualitas Pelayanan Publik


Pelayanan publik pada prinsipnya merupakan tuntutan yang lahir dari masyarakat, agar mereka dapat hak dan perlakukan yang layak dari negara dalam beraktivitas dan mempertahankan eksistensinya sebagai warga negara. Untuk itu pelayanan publik yang diberikan oleh negara atau birokrasi pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan  publik ini secara subtantif seyogyanya memperhatikan kualitas layanan yang diberikan, agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan respon posistif terhadap hasil layanan  yang diberikan. 


Sejalan dengan pandangan diatas Dwiyanto (2006 : 58) megemukakan tiga pendekatan dalam memahami kualitas pelayanan publik, yakni “pertama adminstrasi publik klasik dan  pelayanan klien, kedua, manajemen publik dan kepuasan pelanggan dan ketiga, pelayanan publik baru dan kualiatis pelayanan bagi warga negara”
Adapau dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml et.al dalam Parasuraman (1990 : 19) dijelaskan sebagai berikut:
1. Tangibel, yaitu kulitas pelayanan terlihat dari faktor yang tampak dengan mata. Tampak secara fisik atau sesuatu yang kelihatan dan terbukti langsung tampak seperti tampilan kantor (fasilitas fisik) yang terlihat mulai lokasi gedung, pekarangan, tempat parkir, kenyamanan ruangan pelayanan, bahan komunikasi penyedia jasa, kelengkapan fasilitas yang disediakan, dan petus pelayanan serta alat-alat untuk penunjang pelaksanaan pelayanan.
2. Reliability, yaitu kemampuan dan kehadalan untuk menyediakan pelayanan terpercaya. Kemampuan untuk memenuhi janji sesuai yang telah ditawarkan dapat diandalkan, dengan syarat layanan harus akurat dan konsisten, serta dijamin baik prosedurnya maupun pelayanan petugasnya. Atau memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan dengan segera, akurat, memuaskan serta tepat waktu.
3. Responsiveness, adalah kesanggupan untuk membantu dengan keikhlasan untuk memberikan layanan atau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap konsumen yang diikuti dengan bertindak yang  tepat sesuai dengan kebutuhan. Responsiveness juga adanya keinginan para petugas pemberi pelayanan bahwa mereka senang untuk membantu dan mampu memberikan jasa yang tepat kepada para konsumennya.
4. Assurance, yaitu kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan dalam mendapatkan pelayanan sehingga tidak ada keragu-raguan timbulnya kesalahan dalam pemberian pelayanan. Bahwa petugas pemberi layanan adalah orang yang kompeten, dapat dipercaya dan memiliki indentitas sebagai petugas pelayanan, dan sebagai petugas memiliki kemampuan untk menjada kepercayaan dan kerahasiaan.
5. Emphaty, adalah merasakan apa yang orang lain rasakan, mereka benar-benar memberikan perhatian yang sangat besar dan khusus, dan berusaha untuk mengerti dan memahami apa keingingan, kemauan, dan kebutuhan pelangggan. Atau memiliki sikap yang tegas, tetapi penuh perhatian (atensi) terhadap pelanggan atau dapat merasakan seperti yang diarasakan pelanggan, ada kepedulian dengan penuh perhatian secara individual terhadap pelanggan.

IV.  Kerangka Berfikir
Digunakannya dimensi TERRA (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) sebagai teori  dalam mengungkap pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, didasarkan pada alasan bahwa fenomena pelayanan publik pada level pemerintahan termasuk di lingkungan rumah sakit, ada kecenderungan lamban atau tidak begitu lincah, inefisiensi, bahkan berbelit-belit, sementara pelayanan publik pada sektor bisnis  dipandang lebih adaptable, gesit, ramah dan tanggap.  Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan pergeseran pola pikir dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan pada sektor pemerintahan yang selama ini dianggap masih kurang memuaskan, termasuk di lingkungan rumah sakit umum daerah. Pada sisi lain, mind set  birokrasi pemerintahan hingga saat ini pada umumnya  juga masih cenderung mengdepankan pola  pikir “ingin dilayani ketimbang melayani”, bahkan pola pikir  “jika masih bisa diperlambat mengapa harus dipercepat atau “kalau masih bisa dipersulit mengapa harus dipermudah”. Berbagai kecenderungan tersebut semakin memberikan penegasan tentang pentingnya menerapkan konsep pelayanan publik yang dilandasi dari teori  bisnis. 
Untuk menggambarkan alur pikir penelitian, peneliti dapat mengemukakan kerangka berfikir penelitian sebagaimana dijelaskan pada gambar  di bawah ini:
[image: image1.emf]VISI & MISI RSUD KOTA BANDUNGKEBIJAKAN PELAYANAN PADA RSUD KOTA BANDUNG PERMASALAHAN  KUALITAS PELAYANAN YANG BELUM OPTIMALHasilSurveyKepuasandiIGDRSUDKotaBandungpadatriwulanIVTahun2019diperolehNilaiIndeksKepuasanMasyarakat(IKM)adalah75,79denganmutupelayananCLANDASAN HUKUMUU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATANPENTINGNYA MENGKAJIPELAYANAN KESEHATAN  PADA IGDMENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA IGDPARAMETER(Tangible), (Reliability), (Responsive), (Assurance) (Emphaty)


V. Lokasi dan waktu penelitian

           Lokasi penelitian adalah di Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung provisi Jawa Barat. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan, yakni dimulai dari Januari  sampai  Bulan Agustus 2020 dengan rincian kegiatan yaitu (1) Pra Penelitian (2) Penyusunan Rancangan Penelitian, (3) Seminar Usulan Penelitian (4) Perbaikan Hasil Usulan penelitian (5) Mengurus Perizinan, (6) Konsultasi dan Pembimbingan (7) Pengumpulan Data (8) Pengolahan data, (9) Analisis data, (10) Penulisan laporan, (11) Ujian Tesis 
VI. Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian, dapat dijelaskan di bawah ini. 

6.1. Dimensi  Tangible  
Pada prinsipnya dimensi tangible merupakan parameter kualitas pelayanan yang dapat dicermati secara fisik atau tampak dengan mata.Hasil pengamatan dan observasi dapat diketahui bahwa secara fisik lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, termasuk di dalamnya  Instalasi Gawat Darurat (IGD) berada di wilayah timur Kota Bandung, yakni berada  di Jalan Rumah Sakit Nomor 22 Ujungberung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Keberadaan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut, secara fungsional dirasakan cukup membantu masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Timur Kota Bandung. 
Hasil wawancara mendalam dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, diperoleh keterangan bahwa Keberadaan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung, khususnya yang berada di wilayah timur Kota Bandung. Hadirnya Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut, diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat. Dari sisi  asesibilitas dari dan menuju rumah sakit,  sebenarnya  cukup mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Namun, harus diakui bahwa jalan yang harus dilalui menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung terkadang mengalami kemacetan yang cukup menggangu kenyamanan pengunjung. 

Hasil wawancara dengan pasien, diperoleh keterangan bahwa secara geografis keberadaan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung tersebut, memang  sangat  membantu  pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung, khususnya yang berada di wilayah timur Kota Bandung Namun, tidak dipungkiri bahwa aksesibilitas, terutama jalan yang harus dilalui terkadang mengalami kemacetan yang cukup mengganggu kenyamanan pasien yang akan berkjunjung. Munculnya kemacetan tersebut, disamping akses jalan  memasuki kawasan rumah sakit yang relatif agak kecil, juga lemahnya disiplin para pengguna jalan, terutama angkot yang berhenti disembarang tempat, sehingga menimbulkan kemacetan. 

Dari sisi luas area, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung  memiliki luas sekitar 1 ha (hektar). Kondisi semacam ini, memang dirasakan belum cukup memadai untuk menghadirkan layanan yang optimal, karena terbatasnya lahan.  Implikasinya, ruangan untuk melayani pasien, khususnya untuk instalasi gawat darurat tampak agak sempit dan kurang nyaman. 

. Hasil wawancara dengan pasien diperoleh keterangan bahwa dari sisi kualitas fisik,  keberadaan ruang instalasi gawat darurat (IGD) kelihatannya kurang tertata dengan baik, sehingga agak kurang nyaman. Lay out bangunan yang kelihatannya juga kurang mempertimbangkan aspek desain arsitektur yang berkualitas dan adaftif. Hal ini menunjukan belum optimalnya dalam memprediksi perkembangan dan kebutuhan rumah sakit umum daerah yang modern dan memiliki adaptabilitas dalam mempersiapkan pelayanan kesehatan yang prima. 

Dari sisi fasilitas gedung, Instalasi Gawat Darurat  (IGD) RSUD Kota Bandung, terbagi dalam 1 lantai yang terdiri dari Ruang Triase, Ruang Resusitasi, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang Tindakan Bedah & Non-Bedah, Ruang Dekontaminasi, Ruang PONEK, Ruang Neonatus, dengan dilengkapi tenaga ahli darurat yang profesional dan terlatih baik, serta dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih. Ketersediaan fasilitas tersebut, sebenarnya dinilai sudah cukup memadai. Namun, jika dilihat dari sisi kenyamanan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kota Bandung nampaknya masih membutuhkan adanya peningkatan luas area gedung dan kualitas  ruangan.  
Hasil penelitian juga mengungkap bahwa terkait dengan kondisi ruang terbuka hijau disekitar rumah sakit memperlihatkan bahwa penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari kondisi ruang terbuka hijau yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya luas area rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit cukup kesulitan untuk menambahkan ruang terbuka hijau yang sebenarnya merupakan kebutuhan bagi kenyamanan rumah sakit.  Selain itu, terbatasnya lahan parkir yang dimiliki oleh rumah sakit, juga merupakan masalah tersendiri ditengah kebutuhan pengunjung yang membawa kendaraan, terutama kendaraan roda empat (mobil). Bahkan untuk lahan parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda empat nyaris tidak tersedia, karena  terbatasnya lahan parkir.  
Pada sisi lain hasil penelitian mengungkap bahwa Pemerintah Kota Bandung sesungguhnya telah memiliki road map kebijkan dalam rangka menambah area rumah sakit, yakni dengan menyusun desain perencanaan untuk memindahkan rumah sakit umum daerah (RSUD) ke daerah gedebage, tepatnya di dekat sarana olah raga GBLA (Glora Bandung Lautan Api). Untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut, Pemerintah Kota Bandung direncanakan akan menyediakan lahan seluas 10 hektar. Dengan demikian, pelayanan RSUD Kota Bandung diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya, teruatama berkaitan dengan fasilitas gedung yang representatif, sarana ibadah yang memadai, lahan parkir yang luas dan terpadu serta ruang terbuka hijau yang asri.
6.2. Dimensi Reliability 

Secara konseptual dimensi Reliability merupakan parameter kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari kemampuan dan kehandalan aparat (pelayan publik) untuk menyediakan pelayanan terpercaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi kemampuan aparat di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung pada umumnya relatif sudah cukup memadai sesuai dengan profesi tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Secara medis, kemampuan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya umumnya dipandang sudah cukup profesional dan mampu menjalankan tugas profesinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil temuan ini, tercermin dari belum adanya keluhan dan pengaduan masyarakat seputar layanan yang diberikan tenaga medis, baik dokter, bidan maupun tenaga medis lainnya. Dengan perkataan lain, Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini belum pernah mendapat keluhan atau pengaduan apalagi gugatan sebagai akibat dari adanya penyimpangan atau tindakan mal praktik dari tenaga medis. Kondisi tersebut tentunya perlu mendapatkan apresiasi, karena tindakan profesional dari tenaga medis ini pada akhirnya akan  memberikan citra positip bagi para dokter dan tenaga medis lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD)  Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.    

6.3. Responsiveness

Pada intinya, dimensi Responsiveness merupakan parameter kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari sisi kesanggupan  aparat (pelayan publik) untuk membantu dengan keikhlasan dalam rangka memberikan layanan atau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani, kemudian diikuti dengan bertindak secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Responsiveness juga dapat dicermati dari adanya keinginan para petugas pemberi layanan bahwa mereka senang untuk membantu dan mampu memberikan jasa yang cepat kepada masyarakat yang dilayani.
Hasil penelitian menemukan bahwa dari sisi responsivitas ditemukan hasil bahwa para petugas kesehatan, baik dokter, bidan maupun petugas kesehatan lainnya  pada umumnya dinilai sudah cukup responsif dalam memberikan layanan kesehatan. Namun demikian, tidak dipungkiri masih adanya sebagian pasien yang memberikan penilaian kurang baik terhadap petugas kesehatan. Munculnya penilaian tersebut, mencerminkan belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Gawat Darurat (IGD). Salah satu masalah yang menyebabkan munculnya Fenomena tersebut, adalah adanya keterlambatan dari sebagian petugas medis dalam merespon  tuntutan dan kebutuhan pasien. Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam hal pemeriksaan terhadap pasien masih ada sebagian dokter yang dinilai terlalu lama, sehingga pasien harus menunggu lama.  

Terjadinya keterlambatan tersebut, sebenarnya dapat dimengerti karena seorang dokter terkadang harus menangani beberapa pasien sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Secara medis, tentu seorang dokter sudah memahami standar yang telah ditetapkan, karena pemeriksaan terhadap seorang pasien membutuhkan kecermatan dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan observasi. Selain, itu adanya keterbatasan jumlah tenaga medis, khususnya dokter ahli juga menjadi salah satu kendala yang harus mendapat perhatian dari rumah sakit. Tidak dipungkiri bahwa untuk merekrut dokter ahli tertentu memang sangat tidak mudah, karena   adanya keterbatasan sumber daya dokter. Implikasinya, seorang dokter ahli terkadang bertugas dibeberapa rumah sakit dengan jadwal yang cukup ketat.

Pada sisi lain, ditemukan pula bahwa munculnya keterlambatan dalam penanganan pasien disebabkan oleh adanya sebagian dokter yang membuka praktik secara mandiri. Dampaknya,  jadwal praktik yang telah ditetapkan oleh rumah sakit   terkadang terabaikan. Hal ini mencerminkan belum optimalnya tingkat disiplin sebagian dokter dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
6.4. Dimensi Assurance

Dimensi Assurance pada hakikatnya merupakan parameter kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari kemampuan aparat (pelayan publik) dalam memberikan jaminan keamanan pada saat mendapatkan pelayanan,  sehingga tidak ada keragu-raguan timbulnya kesalahan dalam pemberian layanan. Dengan bahasa lain petugas pemberi layanan adalah orang yang kompeten, dapat dipercaya  dan memiliki indentitas sebagai petugas pelayanan, dan sebagai petugas memiliki kemampuan untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan.

Hasil penelitian, menemukan bahwa dari sisi kemampuan aparat untuk memberikan jaminan keamaman dalam penanganan substansi medis, secara umum memang telah sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang telah ditentukan. Namun dari sisi proses atau prosedur menunjukan masih membutuhkan adanya peningkatan dan perbaikan. Hasil temuan ini menunjukan bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, secara umum sudah cukup baik, namun secara kualifikasi masih membutuhkan adanya peningkatan sesuai harapan masyarakat.

6.5. Dimensi Empathy

Pada prinsipnya dimensi empathy merupakan parameter kualitas pelayanan yang dapat dicermati dari adanya sikap aparat (pemberi layanan) yang mau merasakan apa yang orang lain rasakan, mereka benar-benar memberikan perhatian yang besar dan khusus,  dan berusaha untuk mengerti dan memahami apa keinginan, kemauan dan kebutuhan masyarkat yang dilayani. Dengan perkataan lain, dimensi empathy mencerminkan  adanya aparat (petugas) yang memiliki sikap  tegas, tetapi penuh perhatian (atensi) terhadap masyarakat yang dilayani atau dapat merasakan seperti yang dirasakan masyarakt. Ada kepedulian dengan penuh perhatian secara individual terhadap masyarakat.

Hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat kepedulian aparat di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, baik terkait dengan petugas medis maupun non medis. Dari sisi petugas medis, kondisi semacam ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian kecil dokter dan petugas  kesehatan yang dinilai kurang sensitive terhadap keluhan yang disampaikan oleh pasien. Masih rendahnya sensitivitas sebagian petugas medis ini menunjukan bahwa pentingnya mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Kota Bandung.
VII. Kesimpulan 
1. Bahwa pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung belum sepenuhnya berkualitas. Artinya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh  Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum sepenuhnya didasarkan pada dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy.
2. Dari sisi tangibles ditemukan  hasil bahwa secara fisik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah memiliki tanah, gedung, tempat parkir dan fasilitas fisik lainnya. Berbagai fasilitas yang dimiliki tersebut, nampaknya belum sepenuhnya mampu memberikan kepuasan terhadap pasien, sehingga dinilai kurang memberikan dukungan yang optoimal terhadap kualitas pelayanan kesehatan. 
3. Reliabilitas (kemampuan/keahlian) para petugas di lingkungan RSUD, termasuk di lingkungan Instalasi Gawat Darurat pada umumnya sudah cukup baik. Namun karena dinamika pelayanan kesehatan yang semakin tinggi setelah diterapkannya program BPJS Kesehatan, menyebabkan responsivitas dari sebagian petugas menjadi semakin lemah, khususnya dari petugas medis dalam menghadapi tuntutan dan keluhan yang disampaikan oleh pasien.  

4. Masih lemahnya komitmen dan konsistensi sebagian kecil petugas, baik petugas medis maupun non medis dalam menerapkan dimensi Assurance,  menunjukan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Instalasi Gawat Darurat  (IGD) belum optimal. 
5. Sikap emphaty dari sebagian kecil petugas baik medis maupun non medis dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kehendak masyarakat (pasien). Munculnya sikap kurang peduli dan tidak respek dari sebagian kecil petugas kesehatan tersebut, sudah menjadi salah satu perhatian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
VIII. Saran

Berangkat dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:  
8.1. Secara Akademik
           Hasil penelitian telah mengungkap suatu konsep bahwa kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung secara empirik didasarkan pada dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Dengan demikian, untuk pengembangan ilmu disarankan kepada para peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dari perspektif yang berbeda.

8.2. Secara Praktis

Berangkat dari kesimpulan penelitian tersebut, maka secara praktis peneliti dapat memberikan saran-saran  sebagai berikut:    

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan  Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), perlu dilakukan pengembangan rumah sakit (pembangunan rumah sakit) yang lebih terintegratif, baik terkait dengan kondisi taman, halaman rumah sakit maupun tempat parkir. Dengan demikian, masyarakat atau pengunjung dapat merasakan kondisi yang lebih nyaman serta mudah memarkir kendaraannya di lingkungan rumah sakit.   

2. Perlu dirumuskan suatu model atau sistem rekruitmen, pembinaan dan penempatan dan sistem reward tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang lebih terintegratif. Artinya, sistem rekruitmen, pembinaan, penempatan dan system reward tenaga medis tersebut dilakukan secara komprehensif dan terpadu serta melibatkan berbagai komponen yang terkait. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat selama ini sistem rekruitmen, pembinaan, penempatan dan sistem reward tenaga medis hanya dilakukan secara parsial dan kurang terencana dengan baik. 

3. Dibutuhkan adanya fakta integritas, baik  untuk petugas medis dan non medis guna mengantisipasi  tindakan dan perilaku petugas yang selama ini dinilai kurang menyenangkan terhadap pasien. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
8.3. Saran Kebijakan

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan animo masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan sebagai dampak dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota Bandung  perlu  mendesain suatu rumusan kebijakan kesehatan dalam rangka melakukan perencanaan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang lebih terpadu dan terintegrasi agar proses pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit di Kota Bandung  dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan berkualitas.
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